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Skripg 5-1 Oleh  Donny Kurniawan  Pembimbing - Firdaus, SE. M55, Ak
Abrstrak

Kinerja Keuangan adalal suatu ukuran Kinerja vang menggunakan indikator keuangan, Analisis |
kinerja kevangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan |
berhzgai analisis sehingga diperoleh posisi keusngan yang mewakilt realitas entitas dan potensi-potensi
kinerja yang akan berlanjut Tujuan penelitinn ini adalah uniuk mengetabus pengaruh kinerja keuangan
terhadap permumbahan ekosomi kora! kabupaten & Sumatera Barat,

Thaca yang digunakan adzlah data primer yang telal dipublikosikon dan daca sckunder. Metade
anzlisis data vang digunakan adalalt analisis regrest berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis
vang digunakan wntuk mengetahui pengaruh Independent Vartable (varabel bebas) terhadap Dependent
Variable (varizhel tesikar). Independent Variable (variabel bebas) pada penclition ini adalzh - Kinerja
Kewangun vang terdini dan Rasio Kemandirian, Rasio EfekiifMas dan Rosie Efisiens:. Sedangkan
Dependent Wanable {variabel terikat) adaleh penunibiban ekonomi

Dari hosil penelitian ini diperoleh bahwa Rasio kemandirian mempunvai pengarub vang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kotakabupaten di Sumidtera Darat, Rasio efekaificas dan Rasio
cfisiens:  tidak mempunyai pengarul vang signifikan rethadap pertumbuhan ekenomi Tetapi secara
simulian Kinerja Keuangan mempunyai penganib vang sigoiltkan terhodap pertumbulan ekonomi Lora!
kabupaten di Bumatera Barat
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

P'elaksanaan otenomi dacrah membawa  perubaban terhadap paradigma
pembangunan nasiensl. Perubaban pamdigma im antara lain divwwjudkan melalui
kehijakan otonomi daerah vang diator dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tabun 1999 lentang
Perimbangan Keuangan antara Pemenntab Pusat dan Daersh . Otonomi daerah
menurut Undang Undang im addalah kewenangan daerab otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakal setempal menurat prakarsa sendin berdasarkan
aspirasi masvarakat sesual dengan peruturan perundang-undangan yang berlakie.
T'ahap ini merupakan fase pertama dan pelaksanaan otonomi daerah.

Fase kedua otonom daegrah ditandm dengan adanya  reformasi  dalam
kebijakan keuangan negara melalui penetapan tiga peraturan i bidang kevangan
negarn, Ketiga peraturan tersebut adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang  Keuangan Negara. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharsan Nepara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangpungjawab Keuanpan nepara,

Setelah lebih dari lima tahun reformasi sistem pemerintaban berjalan dengan
perbagal kendala yang dihadsp serta pro dan kontra. Berbagai usahapoen dilakukan

untuk menyempurnakan sistem tersebutl, Salab satu upayas tersebul adalah dengan

melakukan amandemen Undang Undang (tonomi Daerah,




Proses ini merupakan awal dar fase ketiga dalam proses otoomi dacrah di
Indonesia. Undang Undimg Nomor 22 Tabun 1999 dan Undang Undang Nomor 235
Tahun 19949 masing-masing digantikan oleh Undang Undang Nomoer 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Otonomi
dacrah menurut Undang Uncang ini adalab bak, wewenang dan kewsjiban daerah
olonom untuk mengatur dan mengurus sendini wrosan pemerintahan dan kepentingan
masvarakat setempat sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Betiga  fasc  tersebul  dijelaskan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan
kesgjuhtersan masvarakal melalui peninghkatan kvalitas dan kvantites pelayanan,
pemberlayvaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dava saing daerah,
Proses ini membutuhkan penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  yang
menyeluruh dan terpadu, Adapun pnnsip-prinsip good governanee adalah :

|, Partisipasi, Mendorong setiap masyarakat untuk mempercunakan bak

dalam menvampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan
vang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maspun
tidak langsunp.

2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya hukum yang adil bagi semua

pihak tanpa pengecualian. Pemerintah daerab haros mendukung tegaknya
supremast hukum dengan melakukan berbagai penvuluhan peraturan

perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai dan soma vang

berlaku di masyarakat

[




BAB Y

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemberian olonomi daerah diharapkan dapat memberikan kelelussasn kepada
daerah dalam mengoptimalkan semua potensi vang ada dan daerah dituntat untuk
mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa menpurangi harapan
masih adanya banivan dari Pemerintah Pusat.

Pengpalian dan pengembangan potensi ini dibarapkan dapat  menjadi
penyangga utama dalam membiavai kegistan pembangunan di daerah. Oleh karena
itu Pemerintah dacrah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang
berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan dacrah
vang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan,

Pola hubungan kevangan antars pemerintah pusal don dacrah hares sesuui
dengan kemampuan dacrah dalam membiayvai pelaksanaan pemerintahan. Oleh
karena itu, untuk melibat kemampuan daerah dalam menjalankan otonemi dacrah
dilakukan pengukuran melalui kinera keuangan daersh, Kinerja kevangan dalam
penelitian ini divkur dengan beberapa rasio diantaranya rasio kemandirian keuanpat
{etonomi hiskal), rasio efektivitas terbadap Pendapatan Asli Daerah, rasio cfisiensi
Kevangan daerah,

Penelitian ini berlujuan llEiul-: menguji pengaruh kinerja keuangan dengan
menggunakan alat ukur rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi

terhadap pertumbuhan ekonomi kota! kabupaten di Sumatera Barat, Pengujian
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